
SALINAN

BUPAfi KEDIX,I
PERATURAN BUPATI KEDIRI

NOMOR 17 TAHUN 2OO8

TENTANG
PMUBAHAN KEDUA ATAS PERATURA}I BUPATI KEDIRI NOMOR 21 TAHUN 2OO5

TENTANG FETUNJI]K PELAKSANAAN FERATURAN DAERAH KABTJPATEN
KEDIRI NOMOR 2I TAHUN 2OO4 JUNCTO PERATIJRAN DAERAH KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 4 TAHUN 2OO5 TENTANG PERI]B.A,HAN ATA.S PERATIIRAN

DAERAH KABTIPATEN KEDIRI NOMOR 2I TAHUN 2OO4 TENTANG KEDUDUKAN
PROTOKOI-ER DAN KEUANGANPIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

BUPATI KEDIRI,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l

Tahun 2004 tentang Kedudukan protokoler dan Keuangan pimpinan dan

Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Daerah Kabupaten Kediri

Nomor 1l Tahun 2007 dan sesuai Berita Acara Rapat Tim
Anggaran Pemerinrah Kabupaten Kediri tanggxl 30 Mei 200g

Nomor 092/198 /418.3112008 serta Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri

tanggal 16 Juli 2008 Nomor 900/1570/418.3212008 perihal Sewa Rumah Dinas

DPRD Kabupaten Kediri, perru menyesuaikan peraturan Bupati Kediri Nomor
21 Tahun 2005 tentang petmluk pelatsanaan pemturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 2l rahun 2004 Juncto peraturan Daerah Kabupaten Kediri
Nomor 4 Tahun 2005 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten

Kediri Nomor 21 Tahun zoo4 ttrfiang Kedudukan protokoler .dan Keuangan

Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kediri
sebagaimana terah diubah dengan peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun

2006;

b. bahwa berdasarkan pertimbangaa sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang perubahan Kedua atas peraturan

Bupati Kediri Nomor 2l rahun 2005 tentang pet'njuk pelaksanaan peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2r rahun 2004 Juncto peraturan Daerah

Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 {entang perubahan atas peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri ;
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: l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;

2 Undang-Undang Nomor 8 Tahrm 1987 tentang Protokol {Lembaan Negara

Republik lndonesia Tahun 1987 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3630 ;

3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang

Bersih dan B€bas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3851 );
4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4286) ;

5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan

Mejelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah dan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tamhahan Lembaran Negara

Nomor 4310) ;

6 Undang-Undang Nomor I Talrun 2004 tenteng pembendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4355) ;

7 Undang-Undang Nomo' 10 Tahun 2oo4 t*rftaag pernbentukan peraturaa

Perundang-undangan ( Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 20&t
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 443g );

8 undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Neg;ara ( l.embaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OM Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor43g9 ) ;
9 undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pernerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana terah

beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 200g
(Lernbaran Negara Reputrrik Indonesia Tahun 2o0g Nomor 59, Tambahan

Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4g44),

l0 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahrm 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor zr43g);

I I Perat,ran Pernerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokoran
Mengenai Tata Ternpat, Tata Upcaru, Tata penghormatan (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 1990 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 3432);
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12 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20M Nomor 90, Tambahan

kmbaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaraa

Negara Republik Iadonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan L,embaran

Negara Nomor 4712);

13 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan

Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 20&t Nomor 91, Tambatran Lembaran Negara

Nomor 4417) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor

53 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor

130, Tambahan l-embaran Negara Nomor 4569);

14 Peraturan Pernerintah Nomor 58 Tahun 2O05 tentang pengelolaan Keuangnn

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

,5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman pembinaan dan

Pengawasan Perryelenggaraan Pemerrntahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4593);

16 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2002 tentang pembagian Urusan

Pemerintahan anttra Pemerintah, pemerintahan Daerah provinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nornor 4737);

17 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMR.A5D0O7 t€ntang pe{alanan

Dinas Jabatan Dalam Negeri Bagi pejabat Negar4 pegawai Negeri Sipil dan

Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri

Keuangan Nomor 07 /PMK.O2/2M&;

18 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2004.tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2004

Nomor 16 seri E Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 13

seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan

Daerah Kabupaten Kedin Nomor I I 'tahun 2007 (Lembaran Daerah

Kabupaten Kediri Tahun 2007 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah

KabupatenKediri Nomor32);
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19 Peraturan Bupati Kediri Nomor 21 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Peratrran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 20M Juncto Peraturan

Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun 2004 tentang Kedudukan

Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Kediri sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati

Kediri Nomor 15 Tahun 2006 ;

MEMUTUSKAN:

M€netapKan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 2I TAHUN 2OO5 TENTANG
PETI-INJUK PETAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KEDIRI NOMOR 2I TAI{[]N 2OO4 JUNCTO PERATURAN DAERAH
KABUPATENKEDR.I NOMOR 4 TAI]UN 2OO5 TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABI]PATEN KEDIRI NOMOR 21 TAHUN
2OM TENTANG KEDIIDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATENKEDIRI.

Pasal I

Beberapa ket€ntuan dalam Perafiuan Bupati Kediri Nomor 2l Tahun 2005

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l

Tahun 2004 Juncto Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2005

tenlang Perubahan atas Penturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2l Tahun

2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daorah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2006 diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan

Pimpinan atau rumah dinas anggota DPRD kepada yang bersangkutan

diberikan tunjangan perurnahan sebagai berikut :

a. Ketua DPRD sebesar Rp 5.038.000,00 (lima juta tiga puluh delapan

ribu rupiah) per bulan ;

b. Wakil Kehra DPRD sebesar Rp 3.530.000,00 (tiga juta lima ratus

tiga puluh ribu rupiah) per bulan ;

c. Anggota DPRD sebesar Rp 2.308.000,00 (dua juta tiga ratus

delapan ribu rup.iah) per bulan.
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Diundangkan di Kediri

padatanggal 17 - 9 - 2@8

SEKR,ETARIS DAER,AH KABUPATEN KEDIRI,

nd

DJOKO SOEI{ARNO

BERITADAERAH KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2OO8 NOMOR 17

Disalin sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH

ASISTEN TATA PRAJA

(2)

(3)

5

Pemberian tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (l)
diberikan pada awal bulan.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud rndz ayat (1) dianggarkan

pada Pos DPRD.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengurdangan peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Da€rah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri

padatanggallT-9-2008

BUPATIKEDIRI,

ttd

SUTRISNO

+\: --,/-.4Ir r: rr1)


